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ABSTRACT

Analysis the Effect of Good Government Governance Against Corruption
Study: All Countries Around the World

By

SYAHARANI NOER FATHIA

Corruption has been seen as failure symptoms in governance, which was
the higher incidence of corruption happened, means that more anti-corruption
strategies must be improved. Eradicating corruption requires establishment of
good governance. The data used in this study is panel data with time-series data
from 2017 - 2019 and cross-section data of 75 countries around the world and
categorizing each countries into developed countries and developing countries.
The panel data regression model used is Fixed Effect Model. This study uses the
corruption as the dependent variable and Good Government Governance which
includes voice and accountability, political stability, government effectiveness,
regulatory quality, rule of law, and control of corruption as independent
variables. The research results show that the variable voice and accountability
has a positive effect on reducing corruption in developed and developing
countries, political stability has a positive effect on reducing corruption in
developed countries, government effectiveness has a positive effect on reducing
corruption in developed and developing countries, control of corruption has a
positive effect on reducing corruption. corruption in developed countries and
regulatory quality and rule of law variables have no effect.

Keywords: Good Governance, Good Government Governance, Corruption



ABSTRAK

Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good
Government Governance) Terhadap Tingkat Korupsi Di Negara-
Negara Seluruh Dunia

Oleh

SYAHARANI NOER FATHIA

Korupsi telah dipandang sebagai gejala kegagalan pada tata kelola, dimana
semakin tinggi insiden korupsi maka semakin strategi anti korupsi harus
ditingkatkan. Pemberantasan korupsi membutuhkan pembentukan tata kelola
pemerintahan yang baik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
panel dengan data time series dari tahun 2017 - 2019 dan data cross section
sebanyak 75 negara-negara kawasan dunia dengan mengkategorikan Negara
menjadi Negara maju dan Negara berkembang. Model regresi panel data yang
digunakan adalah Fixed Effect Model. Penelitian ini menggunakan Tingkat
Korupsi sebagai variabel dependen dan Good Government Governance Yyang
meliputi indikator voice and accountability, political stability, government
effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corupption sebagai
variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel voice and
accountability berpengaruh positif terhadap penurunan korupsi di Negara maju
dan berkembang, political stability berpengaruh positif terhadap penurunan
korupsi di Negara maju, government effectiveness berpengaruh positif terhadap
penurunan Kkorupsi di Negara maju dan berkembang, control of corupption
berpengaruh positif terhadap penurunan korupsi di Negara maju, dan variabel
regulatory quality dan rule of law tidak berpengaruh.

Kata Kunci: Good Governance, Good Government Governance, Korupsi
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki komitmen besar dalam
membentengi anak dari kekerasan. Upaya pencegahan dan penanganan
dilakukan sejak dini agar kelangsungan hidup, pertumbuhan dan
perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya tetap terjaga
dengan baik (Herliani, 2016:3). Perlindungan terhadap anak menjadi tugas
bagi orangtua, masyarakat, pemerintah dan Negara. Anak sebagai generasi
penerus bangsa harus dijaga dan dipenuhi hak dan kewajibanya. Terjaminnya
hak dan kewajiban anak tercermin dari peraturan-peraturan yang dilegalkan.
Sejumlah regulasi telah dibuat pemerintah selaku penyelenggara Negara

sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan kepada anak.

Regulasi yang disahkah seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 Tentang
Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 2017 Tentang Register Perkara Anak,
Permendikbud No 82 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Walaupun konstitusi
negara dan berbagai perundang-undangan telah menjamin perlindungan hak
anak, faktanya masih banyak masalah terkait dengan belum terpenuhinya
hak-hak dasar anak dan belum terlindunginya anak-anak yang membutuhkan

perlindungan khusus (Listryarti, 2018:1).



Fakta di lapangan kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan
Anak (SIMFONI PPA) pada 1 Januari — 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087
kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis,
dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi bahkan di
tengah masa pandemi kekerasan terhadap anak masih terus meningkat.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang termasuk dalam
daerah darurat kekerasan terhadap anak, hal ini diungkapkan oleh Ketua
Komnas Perlindungan Anak (KPA) Arist Merdeka Sirait (Emrald, 2019).
Provinsi lampung memiliki 15 Kabupaten/Kota salah satunya adalah
Kabupaten Pringsewu yang merupakan kabupaten dengan tingkat kekerasan
terhadap anak cukup tinggi. Kabupaten Pringsewu memiliki 9 kecamatan
yang meliputi Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara, Pringsewu, Gading
Rejo, Pardasuka, Sukoharjo, Banyumas, Ambarawa dan Adiluwih. Dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu
pernah terdapat kasus kekerasan terhadap anak, hal ini sesuai dengan data
kekerasan terhadap anak yang pernah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
(P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu.

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Pringsewu yang
Ditangani P3AP2KB Tahun 2016- 2020.

Th Kecamatan Jmi
PGL | PGL | PSW | GDRJ | PDK | SKJ | BYMS | AMB | ADW
w0 5 T2 To 1o o 3 |0 |26
2017 |2 0 0 0 0 1 1 0 1 5
2018 |7 10 1 0 0 1 0 2 2 23
2019 |1 1 4 2 1 5 0 2 0 16
2020 | 3 1 18 1 2 2 0 1 0 28

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu Tahun 2016- 2020



Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di
Kecamatan Pringsewu sejumlah 37 kasus yang merupakan kecamatan dengan
jumlah kasus kekerasan terhadap anak paling tinggi, sedangkan kasus paling
sedikit berada di Kecamatan Adiluwih dengan jumlah 1 kasus. Tahun 2020
merupakan tahun paling banyak terdapat kasus kekerasan anak dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya, bahkan jumlah kekerasan anak di tahun 2020.

Atas dasar sering adanya kekerasan yang dialami oleh anak baik bullying,
pelecehan seksual, eksploitasi, trafficking bahkan kekerasan dalam rumah
tangga yang menempatkan anak sebagai korban telah mengindikasikan bahwa
perlindungan anak di Indonesia masih belum maksimal (Islamy, 2013:4).
Konsep government menyebutkan pengelolaan penyelenggaraan Negara yang
menjadikan pemerintah sebagai pemegang otoritas, menjalankan kekuasaan,
dan aktor pembuat regulasi tanpa unsur lain (Kadir, 2017:1). Proses
pembangunan dan pengelolaan negara tanpa melibatkan masyarakat sipil (civil
society) dirasa akan sangat lamban karena potensi terbesar dari sumber daya
manusia justru ada pada kalangan masyarakat (Herliani, 2016:1).

Indonesia membutuhkan terobosan perubahan manajemen dalam pengelolaan
pemerintahan terutama pada persoalan perlindungan anak. Hal ini dikarenakan
bahwa kemampuan pemerintah semakin terbatas dari segi anggaran, sumber
daya manusia, teknologi, dan kapasitas manajemen untuk dapat memecahkan
urusan publik (Arrozaaq, 2016:4). Perubahan mengenai sifat dan peranan
tersebut melahirkan perubahan dalam manajemen penyelenggaraan
pemerintahan dari yang manajemen klasik ke modern atau dari konsep
”government” kepada konsep ’governance”. Implikasi dari adanya perubahan
mengenai sifat dan peranan tersebut adalah bahwa menunjukan pemerintah
bukan lagi menjadi satu-satunya aktor dalam penyelenggaraan negara seperti

dalam penyelenggraan negara terdahulu (Haris, 2019:34).



Governance diterjemahkaan sebagai tata pemerintahan yang mencakup
seluruh mekanisme, proses lembaga-lembaga yang di dalamnya warga dan
kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak
hukum, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Duadji,
2019:2006). Konsep governance menerangkan pemerintah hanya menjadi
salah satu aktor dari kesekian aktor yang ada dan kehadirannya tidak selalu

menjadi aktor yang menentukan keputusan (Palupi, 2019:25).

Good governance sebagai sebuah paradigma dapat terwujud bila ketiga pilar
pendukungnya dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan
masyarakat sipil (civil society) (Herliani, 2016:1). Penerapan perkembangan
good governance pada akhirnya mensyaratkan Kketerlibatan organisasi
kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang negara (Azra, 2003:182).
Oleh karena itu ranah good governance tidak terbatas pada negara atau
birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang
direpresentasikan oleh organisasi non pemerintah (Ornop) seperti lembaga

swadaya masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta (Sari, 2017:8).

Konsep good governance dalam konteks pengembangan tanggung jawab
pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada negara atau
pemerintah namun ada komponen lain turut berkewajiban membantu dalam
penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini selaras dengan Pasal 20 Undang—
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang
Perlindungan Anak menyatakan negara, pemerintah, pemerintahan daerah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wakil berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu dalam
mengatasi penanggulangan kasus kekerasan anak dapat dilakukan dengan

perwujudan konsep Good Governance melalui kemitraan.

Kemitraan merujuk pada persekutuan secara sukarela dari dua atau lebih orang
yang memiliki tujuan bersama dan saling membutuhkan dan untuk

memperoleh keuntungan. Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak



dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan
dalam perjanjian kemitraan (Melyanti, 2014:3). Kemitraan (Partnership)
didasarkanpada kesepakatan bersama untuk meningkatkan kapasitas tertentu

dalam memperoleh hasil yang lebih baik (Cahyaningrum, 2013:5).

Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam hal ini Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana (P3AP2KB) menangani kekerasan anak baik dari pendampingan
dan proses perlindungan dilakukan dengan menjalin kemitraan oleh beberapa
pihak termasuk Non Government Organization (NGO). Non Government
Organization (NGO) tersebut adalah Yayasan Pembinaan Sosial Katolik
Lembaga Dana Atmaja (YPSK-LDA) Keuskupan Tanjung Karang Kota
Bandar Lampung adalah NGO vyang bergerak konsen pada pelayanan
membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak
yakni hak hidup, tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi.
Saat ini YPSK-LDA telah memiliki 13 desa dampingan yang tersebar dalam 3
Kabupaten yakni Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur dan

Pringsewu.

Gambar 1. Peta Desa Dampingan YPSK-LDA Lampung.

Sumber: Laporan tahunan YPSK-LDA tahun 2020



Berdasarkan data laporan tahun 2020 NGO YPSK-LDA telah melayani 1.920
anak di 13 desa dari 3 kabupaten, yakni 4 desa di Kabupaten Lampung Selatan
meliputi: Desa Trimulyo, Sidomukti, Malang Sari, dan Purwotani, sedangkan
1 desa dampingan di Kabupaten Lampung Timur yakni Desa Sindang Anom,
dan terbanyak di Kabupaten Pringsewu sejumlah 8 desa dampingan meliputi:
Desa Panggungrejo, Panggungrejo Utara, Mataram, Kediri, Tanjung Anom,

Karang Sari, Wayngison, dan Sidodadi.

Hasil analisa YPSK-LDA menunjukan bahwa ada persoalan yang berdampak
pada situasi anak-anak yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak.
Hal ini disebabkan oleh : 1) Rendahnya pengetahuan dan kemampuan orang
tua dalam pengasuhan dan positif. 2) Mayoritas anak remaja di wilayah
dampingan YPSK-LDA kurang mampu berkembang dan mengaktualisasikan
diri mereka dalam partisipasi. 3) Pemerintah desa atau pemangku kepentingan
dan masyarakat kurang memahami peran strategisnya dalam upaya
pemenuhan hak anak, terkhusus pada pendampingan dan pemberian
kesempatan pada anak untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai keputusan dan

pembangunan di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam perlindungan kekerasan terhadap
anak memilih bermitra dengan YPSK-LDA, karena dapat membantu dalam
penanggulangan kekerasan anak yang ada di Kabupaten Pringsewu. Melalui
pembinaan, program-program Yyang ada pada YPSK-LDA membuat
Pemerintah Kabupaten Pringsewu merasa ringan dan dapat secara maksimal
jika pembinaan dan penanganan dilakukan secara bersama-sama mengingat

jumlah kekerasan anak yang tidak sedikit di Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian tentang kemitraan pemerintah dengan NGO dalam
penanggulangan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pringsewu ini berbeda
dengan penelitian-penelitian sebelumnya meskipun sama-sama membahas

terkait kemitraan. Berikut ini peneliti menyajikan uraian dari beberapa



penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu
sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitian Nama penulis Fokus penelitian

1 | Kemitraan Antara | Anggi Herliani Penelitian berfokuskan pada
Lembaga Pemerhati Anak | (Skripsi) pola  kemitraan  antara
Dan  Masyarakat  (L- pemerintahan desa dengan
PAMAS) Dan Pemerintah NGO L-PAMAS dengan
Desa Dalam  Upaya dua model pendekatan.
Pemberdayaan Dan Peneliti meneliti kemitraan
Perlindungan Anak (Studi dalam  penentuan  dan
kasus Di Desa mataram pembuatan program mulai
kec. Gadingrejo kab. dari perencanaan,
Pringsewu) Tahun 2016 pelaksanaan dan evaluasi

Perlindugan anak di Desa
Mataram.

2 | Kemitraan Pemerintah | Nur Ikhsan Penelitian menganalisis
Daerah Dan Lembaga | (Skripsi) kemitraan Pemerintah Kota
Swadaya Masyarakat Makasar dengan LSM
Dalam Pengelolaan dalam pengelolaan Rumah
Rumah  Hati Rumah Hati Rumah Bakat.
Bakat Di Kota Makasar Pemelitian ini meneliti tiga
Tahun 2018 pola yakni pola kemitraan

kontra produktif, kemitraan
semi produktif, dan pola
kemitraan produktif.

3 | Model Kemitraan Sekolah | Jasmani Penelitian berfokus pada
Dengan Pondok Pesantren | (Tesis) model kemitraan,
Dalam Pengembangan implementasi kemitraan dan
Lembaga Pendidik Islam implikasi kemitraan sekolah
Di  Madrasah  Aliyah dengan pondok pesantren
Almaarif Singosari dalam pengembangan
Malang Tahun 2019 lembaga pendidikan islam

di Madrasah Aliyah
Almaarif Singosari Malang.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa fokus penelitian di atas yang membahas
terkait kemitraan yang dilakukan oleh berbagai pihak.  Hasil penelitian
pertama atas nama Anggi Herliani menyebutkan bahwa model kemitraan yang
dibangun antara Pemerintah Desa Mataram dengan L-PAMAS menggunakan
kemitraan model 1 yakni yakni hanya berbentuk jaringan kerja saja. Masing-
masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya,

pelaksanaannya hingga evaluasi.



Penelitian yang kedua atas nama Nur Ikhsan menyebutkan bahwa kemitraan
antara Pemerintah Kota Makasar Dinas Sosial dengan LSM Peduli Sosial
Forum dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat menghasilkan analisis
dari tiga proses kemitraan yakni awal hubungan kedua pihak masih kontra
produktif disebabkan komunikasi yang buruk, tahap kedua semi produktif
karena menjalankan fungsi dan perannya, dan ketiga Dinas Sosial Kota
Makasar tidak bisa berdiri sendiri dalam pengelolaan Program Rumah Hati
Rumah Bakat maka menggandeng LSM Forum Peduli Sosial yang

menghasilkan hubungan kemitraan yang produktif.

Penelitian ketiga atas nama Jasmani yakni kemitraan antara sekolah dengan
pondok pesantren yang menghasilkan penelitian yang luas yakni membahas
tiga permasalah meliputi kemitraan menggunakan model kemitraan
mutualistik, kemitraan juga dibangun atas ikatan hubungan keluarga dilihat
dari para pendiri. Kedua implementasi dilihat dari tahap input, proses, evaluasi
dan output. Ketiga hasil implikasi kemitraan berdampak positif terhadap

pengembangan lembaga pendidikan berbasis islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni objek, lokasi, dan
sub tema yang dibahas berbeda meskipun sama-sama terkait dengan
kemitraan. Penelitian ini membahas tentang pola kemitraan antara Pemerintah
Daerah dengan NGO dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.
Pertama, penelitian ini menjelaskan bagaimana proses kemitraan yang
dijalankan. Hal tersebut atau analisis proses kemitraan yang belum ada dalam
ketiga penelitian di atas. Selanjutnya penelitian ini menentukan pola kemitraan
berdasarkan proses kemitraan yang dibentuk antara Pemerintah Kabupaten
Pringsewu P3AP2KB dengan NGO YPSK-LDA dalam penanggulangan yang
mencangkup tiga tahapan yakni pencegahan, penanganan dan rehabilitasi
terhadap anak korban kekerasan. Kedua, penelitian ini menganalisis tentang
indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari suatu
kemitraan, hal tersebut yang belum ditemukan dalam penelitian terdahulu di

atas.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1.

Bagaimana proses dan pola kemitraan antara Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kabupaten Pringsewu dengan Yayasan Pembinaan Sosial

Katolik Lembaga Dana Atmaja dalam penanggulangan kekerasan terhadap

anak ?
2. Indikator apakah yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam
proses kemitraan ?
C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Mengetahui proses dan pola kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah
Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu dengan Non
Government Organization Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Lembaga
Dana Atmaja dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

Mengetahui indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

dalam proses kemitraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran,
informasi, pengetahuan dalam lingkup ilmu pemerintahan yang berkaitan
dengan kajian tentang kemitraan antara pemerintah dengan Non

Government Organization.
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2. Secara Praktis

a)

b)

d)

Manfaat Bagi Pemerintah Daerah

Peneltian ini sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah
terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu
dalam menjalin kemitraan yang terfokus pada penanggulangan
kekerasan terhadap anak baik dari tahap pencegahan, penanganan dan
rehabilitasi dan menjadi evalusi keberhasilan kemitraan yang dijalin
oleh pemerintah daerah dengan Non Government Organization.
Manfaat Bagi Non Government Organization

Manfaat penelitian ini bagi Non Government Organization yaitu
Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Lembaga Dana Atmaja untuk
menjaga kemitraan dengan baik bersama pemerintah dalam
menanggulangi kekerasan anak sehingga terciptanya hubungan yang
harmonis dengan keterlibatan NGO dalam perlindungan anak.

Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat bermanfaat sebagai informasi tentang
kemitraan yang dibangun pemerintah dan NGO dalam tahapan
penanggulangan kekerasan terhadap anak, khususnya di Kabupaten
Pringsewu.

Manfaat Bagi Anak

Manfaat penelitian ini bagi anak sebagai pemahaman tentang
pemenuhan hak-hak anak dalam konteks penanggulangan kekerasan

terhadap anak.



A

1. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Good Governance

1. Konsep Governance

Governance merupakan konsep yang kompleks karena didalamnya
mencangkup kerangka konsep filosofis, teori, dan analisis sebagai
landasan untuk membenahi idiologi, paradigma, kultur dan manajemen
kepemerintahan (manajemen publik). Konsep governance ini bukan
hanya ditujukan sebatas untuk orientasi internal organisatoris, konsep
governance juga ditujukan pada aspek eksternal, output, outcome dan
impact sebagai ukuran dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Duadji, 2019:207).

Istilah governance dipopulerkan yang mengacu pada perubahan
penggunaan istilah dari government ke governance lebih dimaksudkan
untuk menunjuknya perlunya perubahan gelombang baru reformasi
pemerintahan (Pratikno, 2005:234). Menurut (Ganie-Rochman, M.,
2009:801) perbedaan terjadi antara konsep government dengan
governance. Government merujuk pada proses suatu organisasi yang
didalam pengelolaannya hanya berdasarkan kewenangan tertinggi
yakni negara dan pemerintah. Sedangkan konsep yang di sebutkan di
dalam governance tidak hanya menunjuk negara dan pemerintah
namun juga melibatkan aktor di luar pemerintah (swasta dan society).
Maka oleh karena itu konsep antara government dengan konsep

governance memiliki maksud, makna dan arti yang berbeda.
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2. Konsep Good Governance

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dengan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab, berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan pasar
yang efisien, menghindari adanya salah alokasi dana investasi dan
pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, serta
menjalankan disiplin anggaran (Kharisma, 2014:44 dalam World Bank
1992). Good governance diartikan sebagai hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara Negara, pemerintah, sektor swasta, dan society

(Dwiyanto, 2005:82 dalam United Nations Development Program).

Paradigma good governance menyebutkan bahwa dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Good governance
mengedepankan proses dan prosedur yang dalam proses persiapan,
perencanaan, perumusan dan penyusunan dalam suatu kebijakan selalu
mengedepankan kebersamaan dengan melibatkan seluruh anggota

pemegang kepentingan (Maryam, 2017:12).

Berdasarkan pemaparan di atas tentang good governance, peneliti
menarik kesimpulan good governance adalah suatu pemerintahan yang
baik yang dikelola dengan prinsip-prinsip demokrasi, dalam hal ini
pemerintah bukan sebagai aktor tunggal sebagai penentu keputusan

dalam kebijakan publik.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) yang dikutip
Pietersz, (2018:168), tercapainya good governance tidak lepas dari
prinsip good governance meliputi:
a. Partisipasi (Participation)
Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk
mengambil bagian dalam proses kebijakan publik, baik secara

langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi untuk
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mewakili  kepentingannya. Partisipasi sebagai dasar dari
kebebasan berpendapat dalam Negara demokrasi;

. Penegakan Hukum (Rule of Law)

Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan
hukum vyang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum tanpa melihat perbedaan dan non diskriminasi.
Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah
membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak
maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya;
Transparansi (Transparancy)

Transparansi dalam Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas
yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan arus informasi
yang bisa diakses kapan pun.

Daya tanggap (Responsiveness)

Setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good
governance perlu memiliki daya tanggap untuk melayani
keinginan maupun keluhan setiap stakeholder;

Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda
untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih
luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur;

Keadilan (Equity)

Dalam memperoleh keadilan Semua warga negara mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan;

. Efektivitas dan efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah
digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik
mungkKin;

. Akuntabilitas (Accountability)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan
masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga

stakeholders;
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I. Visi strategis (Strategic Vision)
Visi strategis menuntut para pemimpin dan publik harus
mempunyai perspektif good governance dan pengembangan
manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang

diperlukan untuk pembangunan.

3. Aktor yang Berperan dalam Good Governance

Dalam rangka menjalankan tata pemerintahan yang baik maka terdapat
peran dari aktor-aktor di dalamnya, sesuai dengan konsep good

governance yang meliputi:
a. Negara/Pemerintah

Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan
masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi
segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu
(Melyanti, 2014:31).

Peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk. Pertama,
peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan
ketertiban dalam perkembangan. Kedua sevice state, dimana
peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-
keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Ketiga, peranan
pemerintah sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha
dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agent atau
unsur sebagai pembaharuan atau pembangunan. (Heningtyas, 2014
dalam Tjokromidyo 19995:18).

b. Swasta

Pelaku sektor swasta yaitu mencakup perusahaan swasta yang aktif
dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan
perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor
informal (Melyanti, 2014 dalam Sedarmayanti, 2009:280). Dalam
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good governance, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan
pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam membangun
interaksi  sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak
kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam
aktivitas ekonomi, sosial dan politik (Aridhayandi, 2018:889).
Sektor swasta menjadi aktor pendukung atas kuat atau lemahnya
situasi mutu dan produktivitas usaha dalam pengembangan dan
penguasaan teknologi dan manajemen produksi, pemasaran, serta
informasi (Palupi, 2019:28).

Masyarakat/Civil society

Menurut Larry Diamond (Rethinking Civil Society : Toward
Democratic Consolidation), yang dikutip oleh Argenti (2018:64),
Civil Society dipahami sebagai bidang kehidupan sosial yang
terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan diri, sebagian
besar otonom atau mandiri dari entitas negara serta terikat tatanan
hukum atau seperangkat aturan bersama. Civil society memiliki
posisi dan peran potensial sebagai paradigma dalam pengembangan
sistem penyelenggaraan negara serta memiliki konsistensi sehingga
mewujudkan nilai — nilai kemanusiaan di setiap kehidupan individu

dan bersama sesama manusia (Palupi, 2019:29).

Demokrasi dan civil society seperti dua sisi dari satu mata uang
yang sama, keduanya eksis secara bersama civil society yang tidak
dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Suatu negara dikatakan
demokratis bila ada suatu kekuatan aktif dari civil society yang
mampu membatasi kekuasaan negara. Dalam sebuah negara
demokratis, kekuasaan negara harus mendapat persetujuan civil
society dalam membuat serta mengimplementasikan kebijakan
kebijakannya (Argenti, 2018:66).
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Tinjauan Konsep Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010:240) “kemitraan adalah suatu
kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau
organisasi organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu”.
Pengertian kemitraan secara etimologi diadaptasi dari kata partnership
yang berasal dari kata partner. Partner dapat diterjemahkan sebagai
pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon (Mukhlis M, & Mustofa, I.
2020:104). Hafsah (2000:43) menjelaskan bahwa kemitraan adalah
suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam
jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan
prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Lendrum dalam
Rukmana (2006:87) memaparkan bahwa lingkungan, proses dan
sumber daya manusia merupakan tiga elemen penting yang dapat
menentukan keberhasilan dan efektivitas kerjasama kemitraan.

Kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama atas dasar kesepakatan dan
rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga
memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistyani, 2004:129). Kemitraan
pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau
kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun
kelompok (Tenri, 2015:117). Partnership adalah hubungan yang
terjadi antara civil society, pemerintah dan atau sektor swasta dalam
rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip
kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian (Sumarto 2009 dalam
Melyanti, 2014:3).
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Berdasarkan beberapa bendapat di atas dapat digambarkan bahwa
kemitraan merupakan hubungan kerja sama baik dilakukan antar
individu maupun organisasi yang membutuhkan satu dengan yang lain
dengan saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang
disepakati, kemitraan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas untuk memperoleh hasil yang maksimal yang

didasari oleh prinsip saling percaya, mandiri, dan kesetaraan.

Prinsip-Prinsip Kemitraan

Konsep kemitraan di dalamnya mengandung beberapa prinsip, prinsip

ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kemitraan. Terdapat

prinsip-prinsip dalam membangun kemitraan (Nizar, & Bambang,

2012: 12) sebagai berikut:

a) Kesamaan Visi-Misi
Kemitraan hendaknya di bangun atas dasar kesamaan visi dan misi
serta tujuan organisasi. Kesamaan visi dan misi menjadi motivasi
dan perekat pola kemitraan tersebut.

b) Kepercayaan (trust)
Rasa saling percaya antar pihak yang bermitra. Kepercayaan adalah
modal dasar dalam membangun kemitraan yang sinergis dan
mutualis. Melalui rasa percaya maka para pihak bermitra dapat
melakukan tugasnya secara maksimal tanpa terganggu dengan rasa
kecurigaan.

¢) Saling Menguntungkan
Asas saling menguntungkan merupakan pondasi yang kuat dalam
membangun kemitraan. Jika dalam bermitra ada salah satu pihak
yang merasa dirugikan ataupun merasa tidak mendapat manfaat
lebih, maka akan mengganggu keharmonisan dalam bekerjasama.
Antara pihak yang bermitra harus saling memberi kontribusi sesuai
peran masing-masing dan harus saling merasa diuntungkan dengan

adanya jalinan kemitraan.
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d) Efisiensi dan Efektifitas

f)

Dengan mensinergikan beberapa sumber untuk mencapai tujuan
yang sama diharapkan mampu meningkatkan efisiensi waktu, biaya
dan tenaga. Efisiensi tersebut tentu saja tidak mengurangi kualitas
proses dan hasil, justru sebaliknya malah dapat meningkatkan
kualitas proses dan poduk yang dicapai. Tingkat efektifitas
pencapaian tujuan menjadi lebih tinggi jika proses kerja Kita
melibatkan mitra kerja. Dengan kemitraan dapat dicapai
kesepakatan-kesepakatan dari pihak yang bermitra tentang siapa
melakukan apa sehingga pencapaian tujuan diharapkan akan
menjadi lebih efektif.

Komunikasi Dialogis

Komunikasi timbal balik dilaksanakan secara dialogis atas dasar
saling menghargai satu sama lainnya. Komunikasi dialogis
merupakan pondasi dalam membangun kerjasama. Tanpa
komunikasi dialogis akan terjadi dominasi pihak yang satu
terhadap pihak yang lainnya yang pada akhirnya dapat merusak
hubungan yang sudah dibangun.

Komitmen yang Kuat

Kemitraan akan terbangun dengan kuat dan permanen jika ada
komitmen satu sama lain terhadap kesepakatan-kesepakatan yang

dibuat bersama.

Berdasarkan paparan diatas, dapat digambarkan bahwa prinsip-prinsip

dalam kemitraan secara umun yaitu memiliki kesamaan visi misi atau

misi kedua pihak atau lebih selaras, kepercayaan pihak yang bermitra,

saling memberikan keuntungan yaitu tidak satu pihak merasa untung

dan pihak lain dirugikan, efektif dan efisien, membangun komunikasi

yang harmonis, memiliki tanggung jawab dengan adanya komitmen

yang disepakati.
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3. Proses Kemitraan

Kemitraan dijalankan atas visi misi dan kesepakatan bersama antar

pihak yang bermitra. Dalam membangun suatu kemitraan diperlukan

proses atau langkah-langkah tahapan (Ditjen P2L & PM dalam
Kuswidanti, 2008:14) sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Identifikasi Masalah

Proses atau langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi
permasalahan yang akan ditangani secara bersama. Melalukan
pemetaan dari berbagai permasalahan di lapangan. Proses
identifikasi juga sangat ditentukan oleh karakteristik dan
kebutuhan pihak yang bermitra.

Memilih Calon Mitra dan Pelaku Potensial

Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui
surat menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi,
AD/ART.

Identifikasi Peran Mitra/Jaringan

Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar
sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui: diskusi,
forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak dll.

Membuat Kesepakatan

Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan,
tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan Kkegiatan
memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra
kerja, dll. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka
kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih
bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan.
Penyusunan Rencana Kerja

Membuat Planning Of Action, penyusunan rencana kerja dan

jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab.
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6) Pelaksanaan Kegiatan
Melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang
telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan
berkala, dll.

7) Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan
kegiatan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan dari
tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari pemantauan akan dijadikan
dasar untuk melakukan evaluasi. Dilakukan evaluasi bersama antar
pihak yang bermitra untuk mengetahui kegiatan yang belum
berjalan sesuai rencana dan mana yang sudah, tujuan yang sudah
tercapai dan mana yang belum tercapai serta mengetahui hambatan
apa yang menjadi kendala dalam menjalankan proses kemitraan.

4. Pola Kemitraan

Konsep kemitraan di dalamnya mengandung pola  kemitraan,
kemitraan menurut Sulistyani (2004:130-131) dibedakan menjadi
sebagai berikut:

a) Pseudo partnership atau kemitraan semu
Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang
terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya
melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.
Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan
makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa
itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam
kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-
sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi
pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang

diperjuangkan dan manfaatnya.
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b) Kemitraan mutualistik
Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak
atau lebih yang samasama menyadari aspek pentingnya melakukan
kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan
mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan
secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai
pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih
yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama.
Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat
diperoleh, sehingga ~memudahkan masing-masing  dalam
mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang
satu sama lain.
c) Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari
kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi
untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain,
dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari
analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok
atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan
usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan
dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi

dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
kemitraan semu pihak yang bermitra belum memahami makna kemitraan
dan tujuan bermitra. Kemudian dalam kemitraan mutualistik para pihak
yang bermitra telah menyadari pentingnya kerjasama untuk mempermudah
mewujudkan visi dan misi. Sedangkan pada kemitraan konjugasi para
pihak mengetahui kelemahan masing-masing dan membutuhkan pihak lain
untuk mencapai tujuannya maka dilakukanlah kemitraan untuk dapat

meningkatkan kemampuan masing-masing pihak.
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Sulistyani  (2004: 131-32) menjelaskan konsep kemitraan yang
dikembangkan dalam pola kemitraan yang berdasakanr atas azas

kehidupan organisasi yaitu :

1. Subordinate union of partnership (Kemitraan atas dasar penggabungan
secara subordinatit)
Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang
berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara
dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan
yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang
tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu
dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat-
lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada
sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. Linear union of partnership (Kemitraan dengan melalui penggabungan
pihak-pihak secara linier atau garis lurus)
Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear
atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk
melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki
persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau
misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. Linear collaborative of partnership (Kemitraan dengan melalui
kerjasama secara linier)
Pada konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume,
status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi
tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan
lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu

berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pola
kemitraan Subordinate union of partnership yang menekankan pada
hubungan kemitraan dengan pola atas bawah, atau kuat lemah dari

pihak yang bermitra. Kemudian pola kemitraan Linear union of
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partnership yang menggambarkan kerjasama yang dibentuk
berdasarkan kesamaan-kesamaan seperti kesamaan visi misi, tujuan,
usaha pencapaian, dan legalitas. Sedangkan pola kemitraan Linear
collaborative of partnership menekankan tidak hanya pada besaran
usaha, namun bersifat kolaboratif yang mengisi, mendorong, pihak

satu dengan yang lainnya.

Indikator Keberhasilan Kemitraan

Kemitraan yang baik dapat dapat dilihat dan diukur dari tingkat
keberhasilannya melalui indikator yang ditentukan. Dalam penentuan
indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu : spesifik,
dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Indikator di
berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam suatu
kemitraan. keberhasilan Sedangkan pengembangan indikator melalui
pendekatan program yang menurut Direktorat Jendral Pengendalian
Penyehatan Lingkungan Dan Penyakit Masyarakat atau Ditjen P2L &
PM dalam Kuswidanti, 2008:22) sebagai berikut:
1) Indikator input
Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator,
yaitu:
a) Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan
adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
b) Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi
pengembangan kemitraan.
c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh
institusi terkait.
Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolak

ukur tersebut terbukti ada.
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2) Indikator proses
Tolak akur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai
frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil
evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolak ukur tersebut
terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar
hadir dan notulen hasil pertemuan.

3) Indikator output
Tolak ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai
berikut: jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait
sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil
evaluasi terhadap output dinilai berhasil, apabila tolak ukur
tersebut diatas terbukti ada.

4) Indikator Outcome
Tolak ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka

permasalahan yang terjadi.

C. Tinjauan Kekerasan Terhadap anak

1. Kekerasan Terhadap anak

Pasalbessy (2010:9), menjelaskan kekerasan merupakan sebuah
terminologi yang erat dengan arti “derita”, baik dikaji dari perspektif
psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku
manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan
penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Menurut WHO
dikutip (Efendi, Ferry, 2009), kekerasan adalah penggunaan kekuatan
fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri,
perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan
atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian,

kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.
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Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah sesorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan. Dalam masa tumbuhnya anak berhak mendapatkan
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, partisipasi, dan

Penghargaan terhadap pendapat anak (Alam S, 2018:96).

Dijelaskan mengenai kekerasan anak pada Pasal 1 butir 16 Undang-
Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan
adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
Secara sederhana tindak kekerasan diartikan sebagai setiap perilaku
yang dapat menyebabkan perasaan atau tubuh (fisik) orang lain tidak
nyaman. Perasaan tidak nyaman itu bisa berupa: kekhawatiran,
ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan,
sedangkan keadaan fisik yang tidak nyaman bisa berupa: lecet, luka,
memar, patah tulang, dan sebagainya. (Praditama, 2015, dalam Sumjati
2001:28).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menarik kesimpulan kekerasan
terhadap anak merupakan segala tindakan yangyang dilakukan oleh
orang terdekat maupun oleh orang yang tidak dikenal yang melanggar
hak-hak anak dan menyebabkan kerugian secara langsung terhadap
anak baik secara fisik, psikis, maupun secara mental yang membuat

tergangunya kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak
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2. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak di pengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal Menurut Putri, D. P., 2015:11, dalam Etrisna, Maya.,
2013 sebagai berikut:

1) Faktor Internal

2)

Di dalam faktor internal terdapat dua bagian yang mempengaruhi

kekerasan terhadap anak yakni berasal dari anak itu sendiri dan

berasal dari keluarga/orang tua.

a.

Berasal dari Anak, kekerasan dapat terjadi akibat berasal dari
kondisi anak itu sendiri. Kondisi anak tersebut misalnya: Anak
menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada
lingkungannya, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental
dll.

Keluarga atau Orang tua, aktor utama dalam mendidik anak
adalah orang tua, namun orang tua juga bisa menyebabkan
timbulnya kekerasan terhadap anak. misalnya seperti pola asuh
yang menggunakan kekerasan dan penganiayaan, keluarga
yang sering bertengkar mempunyai potensi tinggi melakukan

kekerasan terhadap anak.

Faktor Eksternal

Di dalam faktor internal terdapat tiga bagian yang mempengaruhi

kekerasan terhadap anak yakni lingkungan luar, media massa, dan

budaya.

a)

b)

Lingkungan Luar, lingkungan luar seperti kondisi lingkungan
yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak dan tingkat
kriminalitas yang tinggi dapat menyebabkan tindak kekerasan
terhadap anak.

Media Massa, media yang menyajikan tayangan kejahatan
seperti menampilkan adegan kekerasan, penganiayaan,
kekerasan bahkan pembunuhan dalam lingkup keluarga, dan
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kemudian tentu akan mempengaruhi penerimaan konsep, sikap,
nilai dan pokok moral pada anak.

c) Budaya, budaya yang memiliki pandangan atau stigma bahwa
status anak harus patuh dan mengikuti semua keinginan orang

tua dan jika tidak akan mendapat hukuman.

3) Dampak Kekerasan Terhadap anak

Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai
dampak negatif pada perkembangan, psikologis maupun fisik.
Beberapa dampak negatif yang dialami jika anak mengalami kekerasan
menurut Listryarti (2018:36) sebagai berikut:

Tabel 3. Tanda-Tanda dari Dampak Kekerasan Anak

No Jenis Tanda-Tanda
1 Dampak kekerasan secara fisik 1. Mengalami luka, bekas memar,
bengkak dll

2. Anggota  tubuh  sulit  untuk
bergerak, berjalan ataupun duduk

3. Nyeri, pendarahan di area produktif

4. Memiliki penyakit menular seksual
( HIV/AIDS dll)

2 Dampak kekerasan terhadap 1. Perkembangan otak yang

tumbuh kembang anak terbelakang

2. Ketidakseimbangan antara

kemampuan sosial, emosional dan

kognitif

Gangguan berbahasa yang spesifik

Kesulitan dalam penglihatan dan

pendengaran

Gangguan kecemasan dan depresi

Disosiasi (penarikan diri, isolasi)

Kilas balik trauma ( PTSD)

Sulit makan dan tidur

Gangguan pada nafsu makan

Usaha untuk melakukan bunuh diri

Tidak nyaman dengan sentuhan

fisik

Sering melamun dan menyendiri

9. Kecenderungan  melukai  diri
sendiri.

Sumber :Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
Tahun 2018.

Hw

3 Kekerasan terhadap kesehatan
mentalnya

NoapwdhE

®
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap akan
menimbulkan banyak efek negatif, kekerasan tidak hanya dirasakan pada
saat kejadian namun kekerasan terhadap anak akan menjadi bahaya besar
jika tidak di tangani dengan cepat dan tepat. Dampak kekerasan fisik,
dampak kekerasan seksual, dan dampak kekerasan terhadap kesehatan
mental memiliki tanda-tanda yang berbeda yang dialami oleh korban.
Tanda-tanda kekerasan terhadap anak tidak selalu tampak jelas, dan anak

mungkin tidak akan memberi tahu kejadian apa yang terjadi pada dirinya.

Penanggulangan Kekerasan Anak

Dalam upaya penanggulangan kekerasan dapat dilakukan dengan cara
pencegahan, penanganan dan rehabilitasi terhadap anak. Rangkaian dalam

penanggulangan anak sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan
menahan agar sesuatu tidak terjadi. selanjutnya dikatakan suatu upaya
yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan
kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan
(Widyantoro, 2019:33). Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap
anak dapat di implementasikan melalui advokasi, kebijakan, regulasi,

layanan atau program-program yang berkaitan dengan kebutuhan anak.

Fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain: Pertama,
mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak.
Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-
undang perlindungan anak dan hak-hak anak. Kedua, mencegah
berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak
dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, mencegah timbulnya atau
kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak.

penyuluhan yang rutin.
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2. Pananganan

Penanganan merupakan kegiatan yang berlangsung saat terjadi kasus
anak. Penanganan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup anak dan keluarga serta mencegah berkembangnya
masalah menjadi lebih luas atau lebih buruk. Penanganan dilakukan
dengan sigap dan tepat berdasarkan laporan dan info yang valid.
Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak terdapat panduan tahapan dalam manajemen kasus yang
digunakan dalam penanganan kasus anak yang multidisiplin dan

berpusat pada anak, sebagai berikut:

a. ldentifikasi Kasus; Melakukan identifikasi yang efektif pada
anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.

b. Asesmen; Memahami seberapa jauh masalah tersebut
mengganggu kemampuan diri korban, mengganggu relasi
korban, latar belakang terjadinya masalah, lamanya masalah,
faktor resiko dan pelindung yang ada pada korban, potensi atau
kekuatan korban dan lingkungan sekitarnya.

c. Intervensi; Mengembangkan rencana dan melakukan intervensi
terhadap kasus, mengacu pada kebutuhan spesifik anak dan
hasil asesmennya, didokumentasikan dalam rencana intervensi
kasus yang dikembangkan dengan baik dan melibatkan
keluarga atau pengasuh anak.

d. Monitoring dan evaluasi; yang teratur terhadap rencana
intervensi kasusnya apabila terjadi perubahan atau dinamika
dalam keluarga, lingkungan dari kasus tersebut serta
memastikan bahwa rencana intervensi tersebut tetap relevan
untuk diimplementasikan dan sesuai kebutuhan anak,

e. Menutup kasus (terminasi); dengan melibatkan anak dan
keluarga/pengasuhnya ketika masalah yang muncul dan
teridentifikasi melalui proses manajemen kasus telah berhasil

terselesaikan.
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3. Rehabilitasi

Rehabilitasi, bahwa rehabilitasi adalah salah satu upaya dalam
mengevaluasi kondisi fisik, psikologis, kognitif, sosial, spiritual
seseorang yang semula mengalami hambatan, termasuk mengukur
perkembangannya untuk mengembalikan mereka pada otonomi,
fungsi atau kemampuan maksimal mereka dimana mereka dapat
melakukan banyak hal oleh mereka sendiri termasuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri (Kementerian Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak tercantum pada pasal 64 menekankan
rehabilitasi sebagai salah satu upaya penanganan anak korban
kekerasan. Jenis-jenis rehabilitasi misalnya seperti rehabilitasi
secara medis, rehabilitasi mental korban anak kekerasan,
rehabilitas spiritual pada anak, rehabilitasi pendidikan terhadap
anak korban kekerasan dan rehabilitasi sosial yang memulihkan

kondisi korban ke dalam lingkungan masyarakat.

Tinjauan Tentang Non Government Organization (NGO)

NGO merupakan organisasi non pemerintah (ornop) yang lebih dikenal
dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi
kemasyarakatan yang merupakan lembaga-lembaga di luar pemerintah dan
perusahaan bisnis swasta, yang bergerak pada bidang sosial ekonomi dan
perkembangan swadaya masyarakat (Ismid, Hadad. dalam Erowati, 2016:
34). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Palupi (2019:36), Lembaga
Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh

perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang
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memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk

memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Keberadaan NGO sudah sangat lama sekitar abad ke-9, di kembangkan
oleh seorang pemikir politik dari prancis Alexcis De Tucquevile pada
tahun 1831, ia terinspirasi dan tertarik ada organisasi diluar pemerintah
yang cukup banyak dan bervariasi pada saat kunjungannya ke Amerika
Serikat (Erowati, 2016:33). NGO Sebagai kekuatan yang bekerja di akar
rumput, LSM mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani
perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil (Assadi, H., Dharmawan, A.
H., & Adiwibowo, 2009:233).

Non Government Organization diklasifikasikan menjadi empat kelompok
besar seperti yang disebutkan, yang dikutip oleh (Putra D, 2014, dalam
Gafar, James V. Ryker) sebagai berikut:

1. Government Organized NGOs or CONGOs, yaitu NGO/LSM yang
muncul karena mendapat dukungan dari pemerintah, baik berupa dana
maupun fasilitas. Biasanya NGO seperi ini berperan mensukseskan
program-program yang digagas oleh pemerintah. Di Indonesia NGO
seperti ini disebut “NGO plat merah”. NGO yang telah digandeng oleh
pemerintah sebagai kepercayaan pemerintah.

2. Donor Organized NGOs or DONGOs, yaitu NGO/LSM yang dibentuk
oleh kalangan lembaga-lembaga donor, baik yang bersifat multilateral
maupun unilateral. NGO seperti ini biasanya dibentuk untuk
mewujudkan program lembaga donor. NGO tidak dapat lepas dari
pendonor , segala bentuk kegiatan NGO dilaksanakan berdasarkan
turunan program pendonor, dan jika pendonor membatalkan kontrak
maka NGO harus mencari pendonor lain agar dapat bertahan

menjalankan program dan organisasi.
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3. Autonomous or Independent NGOs, yaitu NGO/LSM yang dibentuk,
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. NGO seperti ini sifatnya
independen secara finansial dan memiliki kepedulian yang sangat luas
tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-sehari. NGO ini lebih
bebas dalam menentukan program karena tidak terikat oleh pihak
manapun. NGO dapat secara tegas menjalani pengabdian kepada
masyarakat secara tulus dan nyata.

4. Foreign NGOs. NGO/LSM seperti ini muncul sebagai perwakilan dari
NGO yang ada di luar negeri. Kehadirannya, tentu saja harus setahu
atau mendapat izin dari negara tempat NGO tersebut beroperasi.

NGO yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Yayasan Pembinaan
Sosial Katolik Lembaga Dana Atmaja (YPSK-LDA) yang didirikan oleh
P.JE. Vrenken pada tanggal 1 September 1970 di Daerah Keuskupan
Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. NGO YPSK-
LDA fokus pada layanan untuk membantu pemerintah dan masyarakat
dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. YPSK-LDA berperan sebagai
fasilitator pendamping masyarakat dan patner pemerintah dalam
meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan merespon

isu isu anak yang ada di wilayah terkait.

Selain menggandeng pemerintah, masyarakat dan beberapa pihak lainnya,
Sejak tahun 1973 NGO YPSK-LDA berkerjasama dengan Child Fund
Internasional In Indonesia sebagai pihak pendonor insentif dan dukungan
opresional. Child Fund Internasional didirikan pada 1938 di Virginia,
Amerika Serikat, sebuah organisasi yang memberikan bantuan berfokus
pada anak-anak. Jangkauan layanan Child Fund Internasional meliputi
Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika, dan Asia. NGO YPSK-LDA
Penelitian ini akan melakukan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten
Pringsewu yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
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Kerangka Pikir

Kasus terhadap anak yang sudah tersebar di 9 kecamatan Kabupaten
Pringsewu harus direspon secara maksimal, karena anak pada hakikatnya
harus terpenuhi hak-haknya dan mendapatkan perlindungan. Sebagai
bentuk perubahan gelombang reformasi dari government ke governance
yang dahulu pemerintah adalah aktor satu-satunya dalam merencanakan,
menentukan, dan melaksanakan kebijakan publik, namun adanya good
governance menyebutkan bahwa dalam manajemen pengelolaan
pemerintah yang baik maka harus mengikutsertakan pihak lain di luar
pemerintahan, aktor yang dimaksud dalam good governance yaitu

pemerintah, swasta dan civil society.

Konsep good governance mendukung adanya kemitraan antara pihak
pemerintah dengan civil society baik dibidang pemenuhan hak-hak anak
ataupun bidang yang lainnya. Dalam penelitian ini mengacu pada pola
kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan NGO dalam
penanggulangan kekerasan terhadap anak yang dilihat berdasarkan proses
tahapan yang dilakukan meliputi: pecegahan, penanganan dan rehabilitasi.
Aktor Pemerintah Daerah dalam penelitian ini adalah Dinas P3AP2KB
Kabupaten Pringsewu, sedangkan aktor Civil Society adalah NGO YPSK-
LDA. Peneliti menganalisisnya pola kemitraan melalui proses kemitraan
antara Dinas P3AP2KB dengan NGO YPSKLDA. Pola kemitraan yang
digunakan peneliti yaitu menurut Sulistyani (2004) : Kemitraan Semu,

Kemitraan Mutualistik, dan Kemitraan Konjugasi.

Peneliti melihat indikator keberhasilan dalam menjalankan kemitraan
menggunakan indikator keberhasilan kemitraan menurut Ditjen P2L & PM
dalam Kuswidanti (2008:22) yaitu: Indikator Input, Indikator Proses,
Indikator Output, dan Indikator Outcome. Berdasarkan pemaparan di atas,

berikut adalah bagan dalam penelitian ini:
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Pola Kemitraan Sulistiyani
(2014:130-131) :

1. Kemitraan Semu
2. Kemitraan Mutualistik
3. Kemitraan Konjugasi

4

Indikator Keberhasilan Kemitraan Ditjen P2L &
PM dalam Kuswidanti (2008:22):

1) Indikator Input
2) Indikator Proses
3) Indikator Output
4) Indikator Outcome.

Gambar 2: Kerangka Pikir




I11.  METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk pada tipe penelitian deskriptif dengan
menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan
penelitian ini akan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yaitu peneliti
sebagai instrumen yang hasil penelitian bersifat untuk memahami makna,

memahami keunikan, mengkonstruksikan fenomena (Sugiyono, 2018 :10)

penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakan dengan

penelitian yang lain (Bogdan-Biklen dalam Sugiyono, 2018:7), sebagai

berikut:

1. Penelitian pada kondisi alamiah; penelitian langsung ke sumber data,
kondisi alamiyah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak
melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi kealamiahan
objek yang di teliti.

2. Penelitian bersifat deskriptif; data terkumpul berupa kata-kata atau
gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, yang kemudian di
analisis dan di deskripsikan sehingga mudah di pahami.

3. Penelitian menekankan pada proses; proses interaksi antar manusia
dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan pekerjaan, perkembangan
suatu gejala atau peradapan.

4. Penelitian menganalisis secara induktif; menganalisis dari data yang
diperoleh dari lapangan secara berulang, sehingga temuan dapat

disusun dalam tema tertentu.
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5. Penelitian menekankan pada makna; penelitian untuk memahami
makna secara mendalam dari suatu gejala, makna adalah data
sesungguhnya dibalik data yang tampak, makna adalah hasil

interpretasi dari suatu data yang tampak.

Berdasarkan menggunakan metode tersebut penetiti berupaya untuk dapat
menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis fenomena dan kejadian

yang terjadi di lapangan.

Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian agar tidak terjebak dan kehilangan arah dalam
pelaksanaannya maka suatu penelitian tentu perlu menetapkan fokus
penelitian. Palupi (2019:43) menyebutkan fokus penelitian merupakan
batasan-batasan masalah yang diteliti dan mengarahkan peneliti agar
tidak terjebak dengan banyaknya data yang diperoleh dalam penelitian

kualitatif. Oleh karena itu fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis proses kemitraan mulai dari tahap pencegahan,
penanganan, dan rehabilitasi menggunakan konsep dari Ditjen P2L &
PM dalam Kuswidanti, (2008:14) yaitu: identifikasi masalah, memilih
calon mitra dan pelaku potensial, identifikasi peran mitra/jaringan,
membuat kesepakatan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan
kegiatan, pemantauan dan evaluasi, yang kemudian akan menemukan
pola kemitraan yang digunakan antara Dinas P3AP2KB Kabupaten
Pringsewu dengan NGO YPSK-LDA dalam penanggulangan
kekerasan terhadap anak dengan menggunakan konsep pola kemitraan
menurut Sulistyani (2004:130-131) yaitu :

a. Pseudo partnership atau kemitraan semu
b. Kemitraan Mutualistik
c. Kemitraan Konjugasi
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2. Menganalisis indikator apakah yang mempengaruhi dan menentukan
keberhasilan atau kegagalan dalam menjalin proses kemitraan, poin ini
akan mendukung fokus penelitian pertama dengan konsep yang telah
di amati. Untuk melihat keberhasilan dalam menjalankan kemitraan
peneliti menganalisis menggunakan indikator tolak ukur keberhasilan
kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti (2008:22)
yaitu:

a) Indikator Input
Terdiri dari tiga variabel meliputi adanya tim atau sekretariat,
sumber dana atau biaya, dan dokumen perencanaan kesepakatan.
b) Indikator Proses
Terlihat adanya agenda pertemuan yang melibatkan kedua pihak.
c¢) Indikator Output
Terlihat dari jumlah kegiatan yang dikerjakan secara bersama.
d) Indikator Outcome
Tolak ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka

permasalahan yang terjadi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat keadaan
kondisi lapangan yang akan di teliti. Penelitian ini berlokasi di Dinas
P3AP2KB Kabupaten Pringsewu dan NGO YPSK-LDA  Bandar
Lampung. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah Dinas
P3AP2KB Kabupaten Pringsewu yang merupakan Dinas  memiliki
kewenangan dalam urusan dibidang anak, mulai dari administrasi sampai

adanya kasus kekerasan yang menyangkut tentang anak.

YPSK-LDA adalah organisasi yang sudah lama melakukan pelayanan dan
kegiatan di bidang anak, YPSK-LDA merambah lokasi dampingannya ke
Kabupaten Pringsewu dengan 8 desa dampingan. Terlebih belum banyak
penelitian yang meneliti tentang NGO YPSK-LDA walaupun berdirinya
NGO ini sudah sejak tahun 1970.
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Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana, Pihak Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Lembaga Dana
Atmaja, masyarakat Kabupaten Pringsewu di dua desa yakni Desa

Mataram dan Desa Karangsari. Berikut data informan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Data Informan

No Informan Jabatan / Status

1. | Purhadi, S.Sos.,M.Kes Kepala Dinas P3AP2KB

2. | Suktari Margayani, SH Kepala Bidang PP-PA

3. | Purna Adi Swasana Ketua Pelaksana PJS YPSK-LDA
4. | Agusinus Subagio PJ Program LDA

5. | Mei Tirta Desmala. P Ketua Forum Anak Karangsari

6. | M.Irfan Saputro Masyarakat Desa Mataram

7. | Diajeng Sekar Varassasti Korban Kekerasan Terhadap Anak

Sumber: data diolah peneliti, 2020

Pertimbangan peneliti dalam menentukan informan bertujuan untuk
mendapatkan informasi dan data yang konperhensif dan beragam yang
tidak hanya melihat dari satu perspektif. Informan Kepala dinas P3AP2KB
sebagai pemerintah yang akan memberikan informasi tentang kewenangan
dan kebijakan kemitraan yang dilakukan dalam menangulangi kekerasan
anak. Kepala bidang PP-PA sebagai pemerintah yang lebih intens dan
fokus menangani di bidang anak dan sebagai aktor yang menjalin

kemitraan.

Kepala bidang atau PJS YPSK-LDA sebagai aktor civil society yang fokus
dalam menangani dan pemerhati anak. PJ Program LDA vyaitu civil society
yang turun lapangan secara langsung dan melaksanakan program-program
yang berkaitan dengan kemitraan. Pemilihan forum anak yakni sebagai
wadah organisasi partisipasi anak yang ikut merasakan manfaat dari
kemitraan yang dilakukan. Masyarakat desa Mataram dipilih karena desa

Mataram merupakan desa dampingan dari YPSK-LDA, serta peneliti juga
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menjadikan salah satu anak korban kekerasan sebagai informan hal
tersebut untuk mengetahui sejauh mana kemitraan yang dilakukan
Pemerintah Daerah dan YPSK-LDA dalam mendampingi anak korban

kekerasan.

Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang
dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang
diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian (Herliani,
2016:39). Dijelaskan lebih lanjut oleh Sugiyono (2018:225) sumber data
penelitian dikelompokkan menjadi dua, yakni jenis data primer dan jenis
data sekunder. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data sebagai
berikut:

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang utama yang diperoleh secara
langsung dari responden. Data diperoleh dapat melalui dari
wawancara, observasi langsung di lapangan, dokumentasi serta temuan
temuan dari permasalahan yang menyangkut tentang pola kemitraan
Dinas P3AP2KB dengan YPSK-LDA yang menjelaskan rangkaian
penanggulangan kekerasan anak, serta terkait mengenai faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam melakukan proses

kemitraan.

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah dan disajikan
pihak pengumpul data ataupun orang lain. Data dari penelitian ini di
peroleh dari dokumen Dinas dan organisasi meliputi profil, struktur,
studi dokumentasi melalui buku, jurnal, regulasi, internet yang

mendukung menjadi bahan referensi dari penelitian ini.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Dalam
teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi
(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan
(Sugiyono, 2018:105). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara
wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam
sebuah topik tertentu. Melalui teknik wawancara peneliti dapat
mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterpretasikan situasi feomena atau permasalahan yang terjadi
terkait kemitraan Dinas P3AP2KB dengan YPSKLDA yang dimana
menjelaskan rangkaian penanggulangan kekerasan anak, serta terkait
mengenai indikator yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

dalam melakukan proses kemitraan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan panduan/pedoman wawancara. Jenis wawancara yang
dipilih oleh peneliti yakni wawancara semiterstuktur, dengan tujuan
untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, selain diberikan
pertanyaan pihak informan juga dimintai pendapat dan ide gagasannya.
Oleh karena itu selama wawancara berlangsung peneliti perlu
mendengarkan secara teliti, serta mencatat hal-hal yang dikemukakan
oleh informan (Esterbreg, 2002 dalam Sugiyono, 2018:114).

2. Observasi
Observasi adalah kegiatan pengamatan objek yang dilakukan oleh
peneliti dengan tujuan mendapatkan informasi. Melalui observasi

peneliti akan menemukan perilaku dan makna didalam pengamatan
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penelitian tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi
partisipan yang ikut langsung dalam aktivitas yang dilakukan baik dari
Dinas P3AP2KB maupun pihak YPSK-LDA yang menyangkut tentang

kemitraani dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumetasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumen dalam penelitian ini dapat berbentuk
tulisan, gambar, ataupun karya, seperti biografi, peraturan kebijakan,
surat-menyurat, notulensi hasil rapat, laporan kegiatan, berita acara,
foto, gambar, flim documenter dll, baik dari Dinas P3AP2KB maupun
pihak YPSK-LDA. Teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap
dari teknik wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

Teknik Pengelolaan Data

Tahapan selanjutnya setelah data-data dikumpulkan adalah proses
pengelolahan data/editing data. Data yang dikelola merupakan data
sementara yang sudah dikumpulkan, dan kemudian dapat diolah dan
dilakukan analisis data secara bersamaan. Peneliti melakukan pemeriksaan
terhadap jawaban-jawaban, hasil pengamatan, catatan, dan dokumen-
dokumen yang di peroleh peneliti.

Teknik pengelolaan data dalam proses editing data untuk memperbaiki dan
memperhalus data-data. Editing tesebut misalnya seperti halnya Kkata,
kalimat, penambahan keterangan atau pengurangan keterangan yang tidak
penting. Dengan demikian data yang sudah diolah dapat di interpretasikan
lebih mudah untuk dianalisis. Proses ini akan membantu peneliti dalam
menerjemahkan dan menyusun hasil dari penelitian yang dilakukan di
lapangan. Interpretasi data adalah data yang sudah siap untuk di analisis

oleh peneliti.
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Teknik Analisis Data

Proses selanjutnya dalam penelitian kualitatif yaitu analisis data. Analisis
data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data
yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan dan bahan
catatan yang lainnya, sehingga mudah untuk di pahami dan temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2018:130).

Komponen-komponen yang ada dalam penelitian kualitatif yakni:

1. Data Reduction ( Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, proses memilah dan memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari
tema dan polanya. Dengan demikian setelah data direduksi maka data
akan memberikan gambaran jelas yang mempermudah peneliti dalam

melakukan penelitian.

2. Data Display (Penyajian Data)
Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah langkah penyajian
data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau yang paling sering
digunakan yakni dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian
ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian, tabel, foto, gambar

atau sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/ Verification (Penarikan Kesimpulan)
Tahap selanjutnya dalam teknik keabsahan data dalam penelitian ini
adalah penarikan kesimpulan. Peneliti menganalisis dan menarik
kesimpulan dengan mencari model, hubungan keduanya, tema atau
sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang
dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam pengumpulan data
selanjutnya di lapangan. Sampai pada tahap akhir yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang kredibel.
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Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data langkah untuk mencapai standarisasi validitas dari data-
data yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam teknik keabsahan data ada
beberpa kriteria yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk melakukan
penelitian kualitatif. Teknik keabsahan data merupakan standar kebenaran
suatu data hasil penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji
kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan
dengan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga
triangulasi dalam keabsahan data, yakni triangulasi sumber, triangulasi
pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono 2017:73) sebagai
berikut:

1. Triangulasi Sumber
Triangluasi sumber adalah teknik menguji keabsahan data dengan cara
membanding-bandingkan data berdasarkan sumber data atau partisipan

penelitiannya.

2. Triangulasi Teknik
Tringaluasi teknik adalah teknik menguji keabsahan data dengan cara
membandingkan-membandingkan data berdasarkan teknik

pengumpulan datanya yang dilakukan.

3. Triangulasi Waktu
Tringaluasi waktu adalah teknik menguji keabsahan data dengan cara
membandingkan-membandingkan data berdasarkan waktu

pengumpulan datanya.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.
Triangulasi sumber dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara
dengan berbagai informan yang lainnya. Metode triangulasi ini digunakan

untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu

1. Sejarah Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pringsewu
pertama kali dibentuk pada tahun 2009 yang merupakan satuan kerja
perangkat daerah pada Pemda Kabupaten Pringsewu dengan nama Badan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon dengan dipimpin oleh Bapak Firman Muntako, S.E.
Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu, berganti nama menjadi Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan dikepalai oleh
Bapak Drs. Achmad Basyar, M.M.

Tahun 2011 kembali mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan dipimpin oleh
Bapak Drs. Zulfuad Zahary. Selanjutnya berdasarkan Perda Kabupaten
Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda
Nomor 08 Tahun 2012, nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana kembali berubah menjadi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan dikepalai oleh Ibu dr.
Endang Budiati, M.Kes. Seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka nomenklatur Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kembali mengalami perubahan



45

menjadi Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Pringsewu.

Tanggal 30 Desember 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Pringsewu
Nomor 821.2/435/LT.03/2016, Bapak Nazri, S.H. ditetapkan sebagai
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu.
Selanjutnya pada tanggal 20 Maret Tahun 2020 Bapak Purhadi, S.Sos.
M.Kes ditetapkan sebagai Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu
sampai sekarang, dengan susunan organisasi yang terdiri atas (1) Kepala
Dinas; (2) Sekretariat yang membawahi 2 (dua) Subbagian, (3) Bidang-
bidang yang terdiri atas 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi
3 (tiga) Seksi; (4) Kelompok Jabatan Fungsional PKB/PLKB; dan (5) Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas.

2. Visi
Visi Pringsewu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD adalah pringsewu berdaya saing, harmonis dan
sejahtera (BERSAHAJA). Unsur visi terkait dengan tugas dan fungsi
Dinas P3AP2KB adalah Pringsewu berdaya saing yang berarti suatu
kemampuan dan ketangguhan terhadap tatanan dasar masyarakat
Pringsewu yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi

persaingan global.

3. Misi

a) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik dan permukiman secara

merata.
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b) Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan
berkarakter.

¢) Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat.

d) Memperkuat kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup
yang berkelanjutan.

e) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketentraman

masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas P3AP2KB mendukung
pencapaian misi ke-2 yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang
unggul dan berkarakter. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan
Dinas P3AP2KB adalah terwujudnya kualitas sumber daya manusia
yang cerdas, sehat, religilus dan berbudaya dengan sasaran
meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian

penduduk.

. Tugas dan Fungsi Bidang

a) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

melaksanakan tugas membina dan melaksanakan peningkatan

kualitas hidup perempuan, perlindungan hak perempuan dan
perlindungan anak serta pemenuhan hak anak.

Bidang pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan,
dan pemenuhan hak anak;

2) Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup
perempuan, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak
anak;

3) Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup

perempuan dan dan pemenuhan hak anak;
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4) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan dan
dan pemenuhan hak anak;
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang

pemberdayaan perempuan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan

Bidang pengendalian penduduk, penyuluh dan penggerakan

melaksanakan tugas membina pengendalian penduduk, penyuluh

dan penggerakan. Bidang pengendalian penduduk penduduk,

penyuluh dan penggerakan dalam melaksanakan tugas

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja bidang pengendalian penduduk
penduduk, penyuluh dan penggerakan;

2) Perumusan kebijakan teknis pengendalian  penduduk
penduduk, penyuluh dan penggerakan;

3) Pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk;

4) Pelaksanaan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi
dan edukasi;

5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Pengendalian ~ Penduduk  penduduk, penyuluh  dan

penggerakan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan
Keluarga,

Bidang tersebut melaksanakan tugas membina keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bidang
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja pembinaan keluarga berencana,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana,

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,;
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3) Pembinaan keluarga berencana;

4) Pembinaan ketahanan keluarga;

5) Pemberdayaan keluarga sejahtera;

6) Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kemitraan; dan

7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendaliaan Penduduk dipimpin oleh kepala
dinas yang dibantu oleh sekretaris, kepala bagian dan jabatan
fungsional. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendaliaan Penduduk terbagi dalam tiga bagian yaitu bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bagian
pengendalian penduduk, penyuluh dan penggerakan, dan bagian
keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berikut tabel struktur dinas pemberdayaan perempuan perlindungan

anak pengendaliaan penduduk.
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Kepala Dinas

Purhadi, S.Sos. M.Kes

Sekretaris

Nuriyanto, S.Si.,Apt. M.Kes
I

I T
Kelompok Jabatan Fungsional Kasubag Umum & Kasubag
Kepegawaian Perencanaan &
‘ Keuangan
Santi
Supriatiningsih. SE Eko Sumarko. S.IP
| |
Kabid Pemberdayaan Perempuan Kabid Pengendalian Penduduk, Kabid Keluarga Berencana,
& Perlindungan Anak Penyuluh & Penggerakan Ketahanan, & Kesejahteraan Keluarga
Suktari Margayani, SH Hani Lina Nadwah, S.IP.M.IP Suharsono, S.Sos
Kasi Pemberdayaan Perempuan Kasi Advokasi & Penggerakan Kasi Pembinaan Kesetaraan Ber-
KB

Suparlin, S.I.Kom——

Diyanti M, SKM., M.Kes

Devi Maryanti G, AMd.Kep

Kabid Perlindungan Perempuan &
Anak

Caridah, S.I.Kom

Kasi Penyuluhan & Pemberdayaan

Kasi Jaminan Berkeluarga
Penyuluh & Kader

Elita Yanti, S. KM.MM

Kabid Pemenuhan Hak Partisipasi
Anak Bidang Pendidikan,
Kesehatan

Merv Fitria. SH.MM

F_Mivati
Kasi Pengendalian Penduduk & Kasi Ketahanan & Kesejahteraan
Informasi Penyuluh & Keluarga
Penggerakan T
Syca Denia, SH
Suparlin. S.I.Kom_—

UPTD PPA

Asri Dwijayanti, S.Kep

Sumber : Kepala Sub Bagian Umum Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu

Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu.
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B. Yayasan Pembinaan Sosial Katolik Lembaga Dana Atmaja

1. Profil YPSK-LDA

Lembaga Dana Atmaja (LDA) merupakan salah satu dari lima bagian
kerja/layanan yang terdapat di Yayasan Pembinaan Sosial Katolik (YPSK)
Keuskupan Tanjungkarang, layanan tersebut meliputi: Lembaga Dana
Atmaja (LDA), Arsa Mandala Cantya ( AMC ), Talita Margodadi Lestari
(MDL), Caritas Tanjungkarang (CTK ), dan Yasa Buana Mukti (YBM),
kelima layanan YPSK memiliki fokus dan bagian kerja masing-masing.
Layanan YPSK-LDA konsen untuk membantu pemerintah dan
masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak (hak hidup, hak tumbuh &

berkembang, hak perlindungan serta hak berpartisipasi)

YPSK-LDA didirikan sejak 1 September 1970 diinisiatori oleh Bapak P.
JE. Vranken, YPSK-LDA hadir sebagai wujud keprihatinan atas kondisi
anak-anak awalnya di Tanjung Karang baik secara kesehatan anak,
pendidikan yang disebabkan tingkat kemiskinan. Meskipun dalam YPSK-
LDA adalah lembaga Katolik namun dalam pelaksaaannya menangani
pendampingan anak NGO YPSK-LDA tidak membawa nama agama atau
golongan. Saat ini pelaksanaan pelayanan YPLSK-LDA merambah dan
menjangkau anak-anak di daerah pelosok pedesaan didasari dengan
tingginya kesenjangan kehidupan anak-anak di pedesaan dibandingkan
dengan anak-anak yang tumbuh dan berkembang di daerah perkotaan

terutama dalam hal pendidikan dan kesehatannya.

YPSK-LDA bekerja untuk pemenuhan hak-hak anak, berdasarkan
penelusuran menyeluruh atas akar masalah, menjawabnya melalui praktik-
praktik pengembangan anak dan masyarakat yang baik dan sudah terbukti,
untuk membangun anak dan remaja sebagai agen perubahan di tengah
masyarakat. Seluruh upaya ini dilaksanakan dalam kemitraan bersama
anak, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan, agar dapat

memberi dampak yang positif dan berkelanjutan.
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Kemitraan yang dilakukan Lembaga Dana Atmaja dengan Child Fund
International In Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dan berlangsung
sampai sekarang. Tujuan dari hadirnya YPSK-LDA adalah bersama-sama
masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian
terhadap anak  untuk mewujudkan generasi penerus Yyang cerdas,
berakhlak mulia dan berdaya saing tanpa membedakan suku, agama, ras
dan golongan. Tujuan tersebut akan dicapai melalui program-program
yang berpihak kepada anak dengan memberikan yang terbaik bagi

kepentingan anak.

Kemitraan YPSK-LDA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
dimulai sejak 2 November 2019 yaitu menggantikan dan melanjutkan
program dari Lembaga Pemerhati Anak dan Masyarakat (L-PAMAS) yang
juga mitra dari Child Fund International In Indonesia, karena pada saat itu
pihak L-PAMAS memiliki konflik internal yang menggakibatkan
pemutusan kontrak dengan pihak pendonor yaitu Child Fund
International. YPSK-LDA berperan sebagai fasilitator pendamping
masyarakat dan partner pemerintah dalam meningkatkan kapasitas
masyarakat agar memiliki kemampuan merespons isu-isu anak yang ada
diwilayah mereka melalui dukungan finansial dalam kegiatan mereka.
Diharapkan dengan pendekatan ini, dapat meningkatkan rasa kepemilikan
mereka atas seluruh program yang dilaksanakan dan menjadi salah satu

aspek untuk keberlanjutan program.

2. Visi

Menjadi suluh yang bermartabat bagi kemandirian masyarakat.

3. Misi
a. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia.

b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
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c. Membangun kerjasama dengan semua pihak yang berkehendak baik
untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat.

4. Legalitas

a. Akta notaris Eviudin, SH no. 29 tgl. 30 Mei 2016 dan Kemenkumham
R1 AHU 0028251.AH.01.12 tgl 6 Juni 2016.

b. Keputusan Menteri Hukum & HAM Rl No. AHU-
0026713.AH.01.04. Tahun 2016.

c. Rekomendasi Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandar Lampung No.
460/756B/111.05/X11/2018.

d. Rekomendasi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi
Lampung 01/REK/LKKS/1/2019.

e. Terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Lampung No. 465/756/V.06/N.1II
/2019.

5. Sekretariat

Kantor YPSK-LDA beralamat di JIn. Raden Intan No. 87 Kota Bandar
Lampung Provinsi Lampung.

Kode pos 35118 Contact Person: Yohanes Maryoto (0721) 252756.
Email: Ida.lampung0928@gmail.com / ypsk.lampungl7@gmail.com

6. Struktur Organisasi NGO YPSK-LDA

Struktur Non Government Orgazation Yayasan Pembinaan Sosial Katolik
di dalamnya memiliki kepengurusan sebagai berikut, yaitu: pembina
yayasan, pengawas yayasan, ketua yayasan, ketua pelaksana, monitoring
dan evaluasi, bagian keuangan, sekretaris dan umum dan lima bagian
pelayanan yaitu, Lembaga Dana Atmaja, Arsa Mandala Cantya, Talita
Margodadi Lestari, Caritas Tanjungkarang, dan Yasa Buana Mukti.

Berikut tabel strujtur kepengurusan Yayasan Pembinaan Sosial Katolik.


mailto:lda.lampung0928@gmail.com
mailto:ypsk.lampung17@gmail.com

ypsk.lampung17@gmail.com
Ida.lampung0928@gmail.com

Struktur Yayasan Pembinaan Sosial Katolik (Periode 2020 - 2025)
6 (0721) 252756

com )
9 ypP
| Mgr Yohanes H Yuwono (K)
Pembina |RD Piet Yoenanto SW (A)

| RD JB Sujanto (A)

,-@ o

a
stinus Warso (K)
5 Pengawas | RD Wolfram Safari (A)
- RD Bernardus H Silaban (A)
LN —— =
Elisabet Suharti (Bd 1) Ketua Yayasan Sr Raynilda Manik, HK (WK)
Pius Wardoyo (Bd 2) | RD. Agustinus Suna P | Fr Riatmono Hadi (Sekrt)

Monitoring & Evaluasi
M. Krismayasari (Koord)
Inggar Kusumasari (Staff)
Fr. Yuni Eka Putri (Kabag)
Andreas Deni (Staff)
Sri Mulyaningsih (Staff)
1

WA sekretariat & Umum
G. Aditya H (Kabag)
Kamsinah Aryani (Staff)
Tukiman (Staff)
—F L ASSS
CARITAS
Purna Adi S. (Kabag) M. Krismayaser! (Katiag)

Fx. Sarwanto (Staff)
\ Sr. Adelia FSGM (Vol)

=

BIRO HUB SPONSOR
Ag. Sukidi (Koord) -

P. Freza Wigati (Asstn)

Sulikah (Staff)

M. Tukiran (Staff)

i

T
M. Sumaryanto (Kabag)

Fx. Sarwanto (Staff)

Y. Kristiyono (Kabag)

[ a—1
Lahan MDL Lahan YBM
Johandri (Korlap)
An. Tukiman (Korlap) Thomas Sigit (Staf)
PROGRAM /
Ag. Subagiyo (Koord)
h "4 )
- L
PJ Prog Parenting PJ Prog PKH - LK PJ Prog Youth
Sri Suratih Sri Lestari Pius Mulyono

PJ Prog Child Protection

M. Nur Habibulloh

Sumber : Sekretariat dan Umum Yayasan Pembinaan Sosial Katolik
Gambar 4. Struktur NGO YPSK-LDA.



VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pola

kemitraan antara pemerintah daerah yakni Dinas P3AP2KB Kabupaten

Pringsewu dengan NGO YPSK-LDA adalah menggunakan pola kemitraan

mutualistik. Hal ini didasarkan pada kriteria-kriteria yang terdapat pada pola

kemitraan mutualistik dan temuan dalam proses kemitraan yang dijalankan
oleh kedua belah pihak.

1.

Pola kemitraan mutualistik pada proses kemitraan meliputi: 1) Tahap
identifikasi masalah yakni tingkat kekerasan anak meningkat, pemerintah
memiliki keterbatasan tenaga dan sumber daya manusia serta banyaknya
fokus kerja pemerintah dan komitmen bersama baik pihak pemerintah
maupun NGO untuk mewujudkan Kabupaten Layak anak sebagai
pemenuhan hak anak. 2) Tahap memilih calon mitra, NGO YPSK-LDA
mempunyai  visi misi, program Kkerja yang selaras dengan Dinas
P3AP2KB serta memiliki legalitas kelembagaan yang sah. 3) Tahap
peran mitra, NGO YPSK-LDA sebagai lembaga konsen membantu
pemerintah dalam pemenuhan hak anak. Program-program dan kegiatan
bentuk usaha pencegahan kekerasan terhadap anak. Memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap anak. 4)
Tahap Kesepakatan, legalitas kemitraan terlihat dalam Kesepakatan
Bersama Antara Pemerintah Daerah dengan NGO Nomor 800/749-
b/D.06/2008 tentang Percepatan Kabupaten Layak Anak Kabupaten
Pringsewu. 5) Penyusunan program Kerja, program kegiatan yang
dilakukan bersama Dinas P3AP2KB dengan NGO YPSK-LDA

berjumlah 6 program, namun program kerja maupun kegiatan belum
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disusun dan dibahas secara bersama. 6) Tahap pelaksanaan kegiatan,
pelaksanaan kegiatan terbagi dalam tiga fokus yakni pada tahap
pencegahan, tahap penanganan dan tahap rehabilitasi, namun pada
pelaksanaan rehabilitasi masih kurang maksimal. 7) Pemantauan dan
Evaluasi, melalui Learning and Refturn dengan hasil terkait
keberlanjutan program, memperkuat komitmen kemitraan dan evaluasi

berbentuk laporan tertulis.

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu
Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu dengan NGO YPSK-LDA dalam
penanggulanga kekerasan terhadap anak dikatakan berhasil, hal ini
terbukti dengan dipengaruhinya oleh faktor-faktor keberhasilan dengan
empat indikator keberhasilan kemitraan yaitu indikator input, proses,
ouput dan outcome. 1) Indikator input, yakni sudah adanya sumber
dana/biaya yang di peruntukan untuk pengembangan kemitraan, sudah
adanya dokumen kesepakatan yang disepakati bersama, namun belum
ada wadah atau sekretariat bersama. 2) Indikator proses telah terpenuhi
dengan adanya keterlibatan kedua pihak dalam program dan kegiatan
yang dilaksanakan. 3) Indikator output didalamnya ditemukan sejumlah
kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling membantu
dan mendukung. 4) Indikator outcome berdasarkan wawancara, observasi
dan dokumentasi yang dilakukan kemitraan membawa dampak dan hasil
yang positif. Pertama, daerah yang menjadi desa dampingan memiliki
tingkat kekerasan lebih rendah dari desa lainnya yang berada di
Kabupaten Pringsewu. Kedua, sebanyak 3 desa dampingan NGO YPSK-
LDA vyaitu Mataram, Panggungrejo dan Tanjung Anom terpilih sebagai
pekon layak anak. Ketiga, kemitraan telah berdampak pada perubahan

pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak semakin meningkat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan kedua rumusan masalah tersebut
disimpulkan bahwa kemitraan antara Dinas P3AP2KB Kabupaten
Pringsewu dengan NGO YPSK-LDA penting dilakukan, tidak hanya
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sebatas formalitas namun membawa dampak yang positif di Kabupaten
Pringsewu terkhusus pada desa yang didampingi salah satunya tingkat
kasus kekerasan anak yang rendah dalam 5 tahun terakhir bahkan di tahun
2020 tidak terdapat kasus kekerasan anak di desa dampingan meskipun
kasus di tingkat kabupaten tinggi. Kedua pihak telah mengerti pentingnya
melakukan kemitraan karena satu sama lain, saling membutuhkan yakni
pihak pemerintah daerah membutuhkan tenaga dan SDM begitupun
sebaliknya NGO membutuhkan legalitas, izin, dukungan, sasaran
pelayanan dan lokasi. Kedua pihak saling memberikan manfaat daan
dampak positif pada desa dampingan, Masing-masing pihak telah
memahami peran dan tanggung jawabnya dilihat dari proses yang berjalan.
Dengan fokus dan tujuan yang selaras memudahkan kedua pihak dalam

mencapai visi dan misinya masing-masing.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang mengacu pada indikator yang
belum terpenuhi atau indikator yang masih lemah, berikut saran peneliti
untuk kemitraan Pemerintah Daerah Dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu

dengan NGO YPSK-LDA dalam penanggulangan kekerasan anak antara lain:

1. Dibentuknya wadah atau tim khusus untuk menangani pemenuhan hak
anak yang anggotanya merupakan perwakilan dari kedua pihak bermitra
yakni Dinas P3AP2KB bidang PP-PA dengan NGO YPYK-LDA.

2. Membuat perencanaan program kerja yang digagas secara bersama dan
dilakukan secara bersama tentang pemenuhan hak anak, karena selama ini
hanya sebatas keterlibatan dalam program dan kegiatan, belum
menggagas program secara bersama-sama.

3. Kedua pihak bermitra membuat kesepakatan untuk melaksanakan
evaluasi terhadap anak korban kekerasan sekurang kurangnya 3 kali
rehabilitasi yang memuat tentang rehabilitasi kondisi fisik, psikologis dan
sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Alam S, A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual
(Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan). Jurnal
Tomalebbi, 1(. 2(1).), 95-102.

Argenti, G. (2018). Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam
Kajian Politik Lokal. Jurnal llmu Pemerintahan, 4(1), 58-70.

Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan
Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 883.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.n04.1807

Arrozaag, D. L. C. (2016). Collaborattive Governance (Studi Tentang Kolaborasi
Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di
Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1-13.
http://repository.unair.ac.id/67685/

Assadi, H., Dharmawan, A. H., & Adiwibowo. (2009). Independensi Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) di Tengah Kepentingan Donor. Sosiologi
Pedesaan, 3(2).

Azra, A. (2003). Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani. Jurnal ICCE Universitas Negeri Islam,
1(2).

Cahyaningrum, R. (2013). Kerjasama Pemerintah Dan Lsm Pattiro Dalam
Program Pemeliharaan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.
Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689-1699.

Duadji, N. (2019). Good Governance Dalam Pemerintahan. Musamus Journal of
Public Administration, 1(2), 10-16. https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985

Dwiyanto. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
Gadjah Mada University Pres.

Erowati, D. (2016). LSM Dan Negara (Studi Komparatif Hubungan Lsm Dan
Negara Era Orde Baru Dan Pasca Orde Baru Dalam Menggagas Pemilu
Yang Demokratis / Pemilu 1999. Jurnal Forum Jurusan Iimu Pemerintahan.

Efendi, Ferry, M. (2009). Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik



119

Dalam Keperawatan. Salemba Medika.

Emrald, 1. (2019, December 27). KPA Sebut Provinsi Lampung Darurat
Kekerasan Anak. Republika.Co.ld.
https://republika.co.id/berita/q36hwp349/kpa-sebut-provinsi-lampung-
darurat-kekerasan-anak.(diakses pada 21 Desember 2020 pukul 17:43 WIB).

Ganie-Rochman, M., & A. (2009). Civic Organisations and Governance Reform
In Indonesian Cities. Asian Journal of Social Science, 37(5), 799-820.

Haris, S. (2019). Governance : Perubahan Paradigma. SOSFILKOM, 13(1), 33-47.

Heningtyas, M. A. (2014). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya
Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi “Kampung
Inggris” Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa
Universitas Brawijaya, 2(2), 264—268.

Herliani, A. (2016). Kemitraan Antara Lembaga Pemerhati Anak Dan
Masyarakat (L-Pamas) Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan
Dan Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Mataram Kec. Gadingrejo
Kab. Pringsewu). Universitas Lampung.

Ikhsan, N. (2018). Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Lembaga Swadaya
Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makasar.
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan
Seksual Terhadap Anak. (n.d.).

Islamy, M. F. (2013). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana. Journal of Chemical Information and
Modeling, 53(9), 1689-1699.

Jasmani. (2019). Model Kemitraan Sekolah Dengan Pondok Pesantren Dalam
Pengembangan Lembaga Pendidik Islam Di Madrasah Aliyah Almaarif
Singosari Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kadir, A. (2017). Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik (J. Agustian
(Ed.). Cv. Dharma Persada. http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/

Kharisma, B. (2014). Good governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa
Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi
Kelembagaan. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 19, 1-34.

Kuswidanti. (2008). Gambaran Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di
Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang
Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (KOMNAS
FBPI). Skripsi. Universitas Indonesia.

Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah dengan NGO Nomor 800/749-
b/D. 06/2008 tentang Percepatan Kabupaten Layak Anak Kabupaten



120

Pringsewu

Listryarti, R. (2018). Mengenali, Mencegah dan Mengatasi Kekerasan di Sekolah
Dalam Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Sekretariat Komisioner
Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Moleong Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT.Remaja
Rosdakarya.

Mukhlis M, M. I. (2020). Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis
Pondok Pesantren. Idea Press Yogyakarta.

Maryam, N. (2017). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
JIPSI-Jurnal llmu Politik Dan Komunikasi, 6.

Melyanti, 1. M. (2014). Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta
dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo. Kebijakan
Dan Manajemen Publik, 2(1).

Nizar, & Bambang, S. (2012). Membangun Jejaring Kerja dan Kemitraan. Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.

Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan
Anak Serta Solusinya. Sasi, 16(3), 8-13.

Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan
Wewenang. Sasi, 23(2), 167. https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.107

Praditama, S. (2015). Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif
Fakta Sosial. Sosialitas: Jurnal llmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi,
5(2), 164648.

Pratikno, P. (2005). Good Governance dan Governability. Jurnal limu Sosial Dan
IImu Politik, 8(3), 231-248.

Putra D. (2014). Hubungan Non Government Organization Dengan Pemerintah.
Studi Peran Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Tekait Kebijakan
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tentang Penataan Dan Pembinaan
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Tahun 2012. (Skipsi). Universitas
Padjadjaran.

Putri, D. P., B. (2015). Perbandingan Karakteristik Kekerasan yang Terjadi
Terhadap Anak di Sekolah pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Skripsi). Universitas Diponegoro.

Palupi, T. A. M. (2019). Pola Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Dan Non-
Government Organization(NGO) (Studi antara Pemerintah Daerah
Kabupaten Pringsewu dan Stiching Nederlandse Vrijwiligers (SNV)
Nederland Development Organisation dalam Implementasi program ODF
untuk Mewujudka. Universitas Lampung.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak No. 2 Tahun



121

2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. (n.d.).
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang Register Perkara Anak. (n.d.).

Permendikbud No 82 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan. (n.d.).

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Pelarangan Konstitusi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 67 Tahun 2017 Tentang
Pemberantasan Buta Aksara.

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 66 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Bupati Pringsewu nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi
Daerah Perkembangan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Pringsewu nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Pemenuhan Hak Anak.

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan
Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Layak
Anak.

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Standar
Operasional Rumah Sehat Kabupaten Pringsewu.

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Soekidjo Notoatmodjo. (2010). Promosi Kesehatan (Teori dan Aplikasi). PT
Rineka Cipta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif- Untuk Penelitian Yang Bersifat
Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. Alfabeta CV.

Sulistyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava
Media.

Sari, A. K. (2017). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam
Penanggulangan Kekerasan pada Anak (Studi pada SDN 3 Panggungrejo
Kabupaten Pringsewu). Universitas Lampung.

Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/510/KPTS/D. 06/2020 Tentang
Pusat Informasi Sahabat Anak dan Pusat Kreatifitas Anak Kabupaten
Pringsewu Tahun 2020.

Surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B./95/KPTS/D.06/2021 Tentang
Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pringsewu Tahun 2021.



122

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).

(2020). Angka Kekerasan Teradap Anak Tinggi Di Masa Pandemik,
Kementrian =~ PPPA  Sosialisasi ~ Protokol  Perlindungan  Anak.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-
kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-
sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak (Diakses pada 18 November 2020
pukul 20:06 WIB).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).

Widyantoro, B. (2019). Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Melalui Sistem Perlindungan Terpadu Di Wilayah Hukum Kota Bandar
Lampung. Jurnal Fakultas Hukum.



